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ABSTRACT

Fulfillment of employment is a very important socio-economic problem, especially for people
with disabilities. The Semarang City Government, through the Employment Disability Services
Unit, in its implementation experiences complexity in the absorption of disabled workers,
where the number of disabled people of productive age is not proportional to the level of job
placement, indicating problems in the performance of the Employment Disability Services Unit
(ULD). This study aims to analyze the performance of the Semarang City Employment
Disability Services Unit in increasing the absorption of disabled workers and identify factors
that influence its implementation. The theoretical study uses the concept of public sector
organizational performance from Agus Dwiyanto which includes productivity, service quality,
and responsiveness, as well as the theory of factors that influence organizational performance
according to Soesilo (2014), namely organizational structure, management policies, human
resources, management information systems, and facilities and infrastructure. This study uses
a qualitative approach with descriptive methods with data collection techniques through
interviews, observation, and documentation. Data analysis is carried out through data
collection, data condensation, data presentation, conclusions, and data verification with source
triangulation. The research results indicate that the performance of the Employment Unit
(ULD) is suboptimal, particularly in terms of productivity, service quality, and responsiveness
due to limited human resources, an unintegrated information system, and a lack of strategic
partnerships with the business sector. Strengthening the performance of the Semarang City
Disability Services Unit (ULD) for Employment is essential by increasing the productivity of
its job placement program, improving the quality of inclusive services, and enhancing the
organization's responsiveness to the needs of people with disabilities. Furthermore,
strengthening organizational factors and strategic collaboration with the business sector are
crucial steps i encouraging increased employment of people with disabilities in Semarang.

Keywords: Labour, Organizational Performance, Disability Services Unit, People with
Disabilities



ABSTRAK

Pemenuhan ketenagakerjaan menjadi permasalahan sosial ekonomi yang sangat penting
khsusnya bagi penyandang disabiltias. Pemerintah Kota Semarang melalui Unit Layanan
Disabilitas Ketenagakerjaan dalam pelaksanaannya mengalami kompleksitas serapan tenaga
kerja penyandang disabilitas, dimana terdapat jumlah penyandang disabilitas usia produktif
yang tidak sebanding dengan tingkat penempatan kerja menunjukkan adanya permasalahan
pada kinerja Unit Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis Kinerja Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Kota Semarang dalam
meningkatkan serapan tenaga kerja penyandang disabilitas serta mengidentifikasi faktor —
faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Kajian teori menggunakan konsep kinerja
organisasi sektor publik dari Agus Dwiyanto yang meliputi produktivitas, kualitas layanan, dan
responsivitas, serta teori faktor-faktor yang memengaruhi kinerja organisasi menurut Soesilo
(2014), yaitu struktur organisasi, kebijakan pengelolaan, sumber daya manusia, sistem
informasi manajemen, serta sarana dan prasarana. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi,
dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, kondensasi data,
penyajian data, kesimpulan, dan verifikasi data dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kinerja ULD Ketenagakerjaan tergolong belum optimal terutama pada
aspek produktivitas, kualitas layanan dan responsivitas akibat keterbatasan SDM, sistem
informasi yang belum terintegrasi, serta minimnya kemitraan strategis dengan dunia usaha.
Perlunya penguatan kinerja Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Kota Semarang melalui
peningkatan produktivitas program penempatan kerja, perbaikan kualitas layanan yang
inklusif, serta peningkatan responsivitas organisasi terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.
Selain itu, penguatan faktor organisasi dan kolaborasi strategis dengan dunia usaha menjadi
langkah penting dalam mendorong peningkatan serapan tenaga kerja penyandang disabilitas di
Kota Semarang,

Kata Kunci: Tenaga Kerja, Kinerja Organisasi, Unit Layanan Disabilitas, Penyandang
Disabilitas



PENDAHULUAN

Ketenagakerjaan masih menjadi isu
strategis dalam pembangunan nasional,
khususnya terkait dengan rendahnya
tingkat partisipasi dan serapan tenaga kerja
bagi penyandang disabilitas. Meskipun
berbagai regulasi telah menjamin hak yang
setara dalam memperoleh pekerjaan, pada
praktiknya penyandang disabilitas masih
menghadapi hambatan struktural, sosial,
dan institusional yang menghambat akses
mereka ke pasar kerja. Kondisi ini
menunjukkan adanya kesenjangan antara
kebijakan yang telah ditetapkan dengan
implementasi di lapangan.

Kemampuan seseorang untuk
memperoleh  pekerjaan yang layak
berdasarkan  bakat dan potensinya
merupakan komponen mendasar dari
pertumbuhan  ekonomi dan  sosial
Penyandang disabilitas merupakan masih
menghadapi lebih banyak kendala di tempat
kerja saat berupaya memperoleh akses yang
setara. Disabilitas di tempat kerja
merupakan masalah signifikan yang
memerlukan pertimbangan cermat
mengingat banyaknya tantangan yang
masih ada. Individu penyandang disabilitas
diskriminasi,
ketidaksuksesan, dan kurangnya pilihan

sering mengalami

pekerjaan.

Gambar 1. 1 Data Ketenagakerjaan
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Sumber : BPS Kota Semarang 2024

Kota Semarang merupakan ibu kota
sekaligus pusat pemerintahan Provinsi
Jawa Tengah, dimana hal ini mempengaruhi
laju pada sektor ekonomi dan politik 6
khususnya dalam ketenagakerjaan yang
menjadi sumber utama dalam menjalankan
perekonomian Didasarkan pada data
Sakernas dalam BPS bahwa Penduduk usia
kerja di Kota Semarang mengalami
peningkatan sebaﬁyak 16.378 orang dari
1,338 ribu orang pada Agustus 2023
menjadi 1,354 ribu orang pada Agustus
2024. Sebagian besar penduduk usia kerja,
yaitu 69,88 persen atau 946 ribu orang
merupakan angkatan kerja yang terdiri dari
891 ribu penduduk bekerja dan 55 ribu
orang pengangguran. Penduduk Usia Kerja
(PUK) pada periode ini sebanyak 211,59
juta orang; terdiri dari 69,30 persen
Angkatan Kerja (AK) dan 30,70 persen
Bukan Angkatan Kerja (BAK). Kota
Semarang sendiri Tahun 2022, penduduk
usia kerja di kota Semarang mencapai
1.516.391 jiwa yang terdiri dari 736.806
jiwa atau 48,60 persen laki laki dan 779.391



jiwa atau 51,40 persen perempuan. Menurut
data Sakernas di tahun 2022, 70,96 persen
penduduk usia kerja tergolong sebagai
angkatan kerja dan 29,04 persen merupakan
penduduk bukan angkatan kerja.

Provinsi Jawa Tengah memiliki
perda khusus yang mengatur pemenuhan
hak penyandang disabilitas yakni Perda
Jateng No.11 tahun 2014 dan Pergub Jawa
Tengah No. 11 Tahun 2017 yang menjadi
pedoman bagi pemerintah Kota Semarang
dalam memberikan pelayanan dan
pemenuhan hak penyandang disabilitas di
Kota Semarang dan juga Perda Kota
Semarang No. 9 Tahun 2021 tentang
penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas tertinggi per
tahun 2023 — 2025 ada di Kecamatan
Tembalang dengan rata rata berada diangka
500 lebih disabilitas sedangkan untuk
jumlah penyandang disabilitas terendah ada
di Kecamatan Tugu dengan rata rata 127
orang.

Tabel 1.1 Data Jumlah Penyandang
Disabilitas Berdasarkan Usia Produktif
(15— 65 Tahun) dan Non Produktif per

Tahun 2025
No. | Produktif Non Produktif
1. ]3.019 1.048

Jumlah : 4.067

Sumber : Dinas Sosial Kota Semarang
2025
Kondisi ini menunjukkan bahwa

penyandang disabilitas memiliki potensi

besar untuk terlibat dalam aktivitas

ketenagakerjaan apabila didukung oleh
kebijakan dan layanan yang inklusif. Pada
tahun 2025 terjadi penurunan menjadi
3.019 orang usia produktif dan 1.048 orang
usia non produktif, komposisi ini tetap
menunjukkan bahwa sebagian besar
penyandang disabilitas memiliki potensi
untuk terlibat dalam aktivitas
ketenagakerjaan. Data menunjukkan bahwa
jumlah penyandang disabilitas usia
produktif mencapai ribuan orang, namun
tidak sebanding dengan jumlah yang
terserap ke dalam dunia kerja. Kondisi ini
mengindikasikan adanya kesenjangan
antara potensi tenaga kerja dengan peluang
kerja yang tersedia.
Tabel 1.2 Data Jumlah Tenaga Kerja
Penyandang Disabilitas di Kota

Semarang per tahun 2021 — 2025

Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas

2021 2022 2023 2024 2025

L. 188 230 255 269 302

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota
Semarang 2025

Jumlah tenaga kerja penyandang
disabilitas di Kota Semarang menunjukkan
tren peningkatan dari tahun 2021 hingga
2025. Tenaga kerja penyandang disabilitas
di Kota Semarang yang terserap di sektor
ketenagakerjaan formal sebesar 34, 45%,
jauh lebih rendah dibandingkan non
disabilitas yang terserap hingga 50,73%.
Terdapat selisih ketimpangan akses

pekerjaan  formal 16,28%.

sebesar



Penyebab utamanya adalah tuntutan untuk
dapat beradaptasi pada kompetitifnya pasar
tenaga kerja dengan segala keterbatasan
fisik. Pekerjaan penyandang disabilitas
dipengaruhi oleh akomodasi pekerjaan,
efikasi diri, dan dukungan sosial.

Program pemberdayaan melalui
pelatihan ‘dan  kewirausahaan juga
menunjukkan tren penurunan dalam
beberapa tahun terakhir. Hal ini
menunjukkan bahwa upaya peningkatan
kapasitas dan kemandirian ekonomi
penyandang disabilitas belum berjalan
optimal. Permasalahan tersebut tidak hanya
berkaitan dengan ketersediaan lapangan
kerja, tetapi juga menyangkut efektivitas
layanan  publik, koordinasi  antar
stakeholder, serta kesiapan institusi dalam
mengakomodasi kebutuhan penyandang
disabilitas.

Pemerintah Kota Semarang
membentuk Unit Layanan Disabilitas
(ULD) Ketenagakerjaan sebagai upaya
untuk meningkatkan akses kerja bagi
penyandang  disabilitas. = Berdaasrkan
Keputusan Wali Kota Semarang Nomor
560/210 Tahun 2023 tentang Pembentukan
Unit Layanan Disabilitas  Bidang
Ketenagakerjaan Kota Semarang, ULD
memiliki peran strategis dalam

menyediakan layanan informasi
ketenagakerjaan, pelatihan keterampilan,
serta fasilitasi penempatan kerja. Namun

dalam pelaksanaannya, kinerja ULD masih

menghadapi berbagai kendala, seperti
keterbatasan sumber daya manusia, belum
terintegrasinya  sistem informasi, serta
minimnya kemitraan dengan dunia usaha.

Adanya  permasalahan pada
pemenuhan hak penyandang disabilitas
terhadap tenaga kerja di Kota Semarang,
salah satunya yaitu kurang maksimalnya
pelayanan publik yang ramah disabilitas
kuota tenaga kerja disabilitas yang belum
diterapkan secara baik. Mulai dari akses
penyediaan lowongan pekerjaan ramah
disabilitas, informasi mengenai kuota
penyandang disabilitas dan kualifikasinya,
minimnya pelatihan atau pengembangan
keahlian para penyandang disabilitas, serta
monitoring Unit Layanan Disabilitas
Ketenagakerjaan kepada penyandang
disabilitas. Kinerja organisasi publik
menjadi faktor kunci dalam menentukan
keberhasilan implementasi kebijakan dan
program pelayanan. Menurut konsep
kinerja organisasi sektor publik, kinerja
dapat dilihat dari aspek produktivitas,
kualitas layanan, dan responsivitas
organisasi dalam memenuhi kebutuhan
masyarakat. Apabila ketiga aspek tersebut
belum optimal, maka tujuan kebijakan tidak
akan tercapai secara maksimal.

Adanya Unit Layanan Disabilitas
(ULD) Ketengakerjaan sangat diperlukan
dalam menyediakan, memfasilitasi dan
penempatan tenaga kerja penyandang

disabilitas dalam  pemenuhan hak



ketenagakerjaan di Kota Semarang guna
menciptakan  lingkungan kerja yang
inklusif, memberikan akses terhadap
peluang kerja, serta memastikan adanya
kebijakan yang berpihak pada pekerja
disabilitas, seperti pemerintah sebagai
regulator atau fasilitator, perusahaan atau
pihak swasta pemberi kesempatan kerja,
Lembaga pendidikan dan pelatihan sebagai
penyedia keterampilan, masyarakat sebagai
pengawas dan pendukung dan media
mampu menyebarluaskan informasi terkait
tenaga kerja disabilitas. Berdasarkan uraian
di atas peneliti tertarik dan diperlukan
analisis mendalam mengenai optimalisasi
kinerja  organisasi guna menjawab
pertanyaan penelitian “Bagaimana Kinerja
Disabilitas  (ULD)

Ketengakerjaan memberikan dampak

Unit Layanan

dalam meningkatkan serapan tenaga
kerja penyandang disabilitas di Kota
Semarang?”
RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana kinerja organisasi Unit
Layanan Disabilitas
Ketengakerjaan Kota Semrang
dalam  meningkatkan  serapan
tenaga kerja penyandang disabilitas
di Kota Semarang?
2. Apa saja faktor pendorong dan
penghambat kinerja organisasi Unit
Disabilitas (ULD)
Ketengakerjaan dalam

Layanan

meningkatkan serapan tenaga kerja

penyandang disabilitas di kota

Semarang?

KAJIAN TEORI

a. Manajemen Publik

Manajemen publik berkaitan dengan
penerapan prinsip prinsip manajemen untuk
mengimplementasikan kebijakan publik.
Menurut Overman dalam Keban (2014),
manajemen publik, adalah suatu studi yang
bersumber dari aspek-aspek umum
organisasi, dan kombinasi antara fungsi
manajemen mulai dari  planning,
organizing, dan controlling dengan sumber
daya berupa manusia, keuangan, fisik,
informasi, dan politik. Pasolong dalam
Satibi  (2023) mendefinisikan bahwa
manajemen publik adalah upaya untuk
mengelola suatu instansi pemerintah atau
manajemen pemerintah.

Manajemen publik merupakan
rangkaian kerja sama meliputi proses-
proses manajemen seperti planning,
organizing, dan controlling dengan
melibatkan sumber-sumber daya organisasi
untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan yakni pemenuhan kebutuhan
masyarakat dengan tujuan meningkatkan
kinerja organisasi publik secara efektif,
efisien, dan profesional.

b. Kinerja Organisasi

Wibawa (1992) dalam 61 Pasolong
(2007:204)

mendefinisikan kinerja

organisasi sebagai efektivitas organisasi



secara menyeluruh dalam memenuhi
kebutuhan berbagai kelompok yang
berkepentingan melalui upaya sistematis
untuk secara berkelanjutan meningkatkan
kapasitas organisasi dalam mencapai tujuan
secara efektif.

Menurut Agus Dwiyanto (1995:45)
menjelaskan bahwa kinerja merupakan
ukuran tingkat pencapaian hasil kerja atau
keberhasilan organisasi dalam
merealisasikan ~ tujuan  yang telah
tingkat

pencapaian tersebut, digunakan aspek

ditetapkann  untuk  menilai
kinerja yang berfungsi sebagai pengukur
keberhasilan, meliputi output, efisiensi, dan
efektivitas. Terdapat 5 aspek analisis
kinerja organisasi yaitu :
1. Produktivitas
Merupakan
tingkat

pelayanan dan pelayanan publik

mengidentifikasi
efektivitas, efisiensi,
untuk mencapai tujuan. Pada
umumnya produktivitas digunakan
sebagai rasio antara input dan
output
2. Kualitas Layanan
Tingkat mutu layanan yang
disampaikan oleh penyedia layanan
kepada penerima layanan atau
masyarakat, yang pelaksanaannya
mengacu pada standar pelayanan
yang telah ditetapkan.

3. Responsivitas

dari dalam

Berkaitan erat dengan kemampuan
untuk  membantu  pelanggan
memberikan pelayanan yang tepat.
Responsibilitas

Bentuk pengendalian yang
dilakukan di dalam organisasi untuk
memastikan pelaksanaan tugas dan
pemanfaatan wewenang yang telah
diberikan oleh atasan dapat

dipertanggungjawabkan secara

tepat.
Akuntabilitas
Bentuk pengendalian yang

dilakukan oleh pihak di Iuar struktur

internal organisasi untuk
memastikan penyelenggaraan
pelayanan publik kepada
masyarakat berjalan sesuai
ketentuan.

Faktor Pendorong Pendukung
Kinerja Organisasi
Faktor-faktor tersebut dapat berasal

lingkungan internal

organisasi itu sendiri maupun dari

lingkungan eksternal di luar organisasi.

Menurut (Soesilo, 2014), kinerja

suatu organisasi dapat dipengaruhi oleh
beberapa faktor:

1.

Struktur  organisasi, merupakan
kerangka yang mengatur pola
hubungan internal serta pembagian
fungsi dalam pelaksanaan berbagai
aktivitas organisasi.



2. Kebijakan pengelolaan, mencakup
visi dan misi organisasi serta aturan
atau pedoman yang digunakan

3. Sumber daya manusia,

berhubungan  dengan  kualitas
karyawan untuk bekerja dan
berkarya secara optimal

4. Sistem Informasi Manajemen,
berhubungan dengan pengelolaan
database serta pemanfaatan
platform media sosial dalam
memberikan informasi informasi
terkait tenaga kerja disabilitas di
Kota Semarang guna untuk
digunakan dalam mempertinggi
kinerja organisasi.

5. Sarana dan prasarana, berhubungan
dengan penggunaan teknologi bagi
penyelanggaraan organisasi pada

setiap aktivitas organisasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian  ini  menggunakan
pendekatan kualitatif deskriptif yang
bertujuan untuk menganalisis kinerja
Unit Layanan Disabilitas (ULD)
Ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja
Kota Semarang dalam meningkatkan
serapan tenaga Kerja penyandang
disabilitas. Situs penelitian dilakukan di
Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang
dimana pelayanan Unit Layanan
Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan
terdapat disana. Data diperoleh melalui

teknik purposive sampling dengan
melibatkan informan Dinas Tenaga
Kerja Kota Semarang dan Dinas Sosial
Kota  Semarang dari  aparatur
pemerintah, Yayasan Roemah Difabel
Indonesia sebagai komunitas
disabilitas, PT. Apparel One Indonesia
sebagai pihak perusahaan, serta tenaga
kerja maupun pencari kerja penyandang
disabilitas sebagai penerima layanan.
Jenis data yang digunakan meliputi
data primer wawancara dan observasi
serta data sekunder dokumen, laporan,
kebijakan, jurnal, regulasi dan sumber
pustaka lainnya yang relevan.
Pengumpulan data dilakukan melalui
wawancara mendalam, observasi
lapangan, dan dokumentasi, sedangkan
analisis data mencakup pengumpulan
data, kondensasi data, penyajian data,
serta penarikan kesimpulan. Keabsahan
data dijamin melalui teknik triangulasi
sumber untuk memastikan validitas dan

kredibilitas temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kinerja Unit Unit Layanan Disabilitas
(ULD) Ketenagakerjaan di Dinas Tenaga
Kerja Kota  Semarang  Dalam
Meningkatkan Serapan Tenaga Kerja
Penyandang Disabilitas.

Penelitian ini menggunakan teori
kinerja organisasi menurut Agus Dwiyanto

(2017) untuk menganalisis kinerja Unit



Layanan  Disabilitas  Ketengakerjaan
dengan menggunakan 3 aspek seperti
produktivitas, kualitas layanan dan
responsivitas.

a. Produktivitas

Berdasarkan dari hasil wawancara yang
diambil lintas sektor baik itu instansi
pemerintah, swasta, komunitas maupun
masyarakat disabilitas itu sendiri, pada
aspek produktivitas, program penempatan
kerja dan pelatihan yang dilaksanakan
belum mampu menjangkau seluruh
penyandang disabilitas usia produktif. Hal
ini terlihat dari kesenjangan antara jumlah
penyandang disabilitas yang cukup besar
dengan jumlah tenaga kerja yang terserap
yang masih relatif rendah, sehingga
menunjukkan efektivitas program belum
maksimal.

ULD mengalami tantangan struktural
dalam  menghasilkan  output yang
proporsional dengan potensi input yang
tersedia. Misalnya, meskipun terdapat basis
data penyandang disabilitas usia produktif
yang signifikan sekitar 3.019 orang pada
2025, serapan tenaga kerja hanya
meningkat secara marginal dari 188 orang
pada 2021 menjadi 302 orang pada 2025,
yang masih jauh di bawah potensi
demografis. Hal ini diperburuk oleh
ketergantungan pada mekanisme manual,
seperti komunikasi melalui WhatsApp dan
grup informal, yang menghambat
skalabilitas layanan.

Perspektif dari pemangku kepentingan
Yayasan Roemah Difabel Indonesia
menyoroti bahwa ULD memilii kekurangan
spesialisasi dan kapasitas respons cepat. Di
sisi perusahaan swasta PT. Apparel One
Indonesia menyatakan bahwa ULD lebih
berfokus pada pengumpulan data akhir
tahun daripada fasilitasi rekrutmen
proaktif, tidak menghasilkan output
konkret. Dari sudut pandang penerima
manfaat, sebagai penyandang disabilitas
yang telah bekerja mengungkapkan
ketergantungan pada jaringan informal
(seperti grup WhatsApp komunitas)
daripada layanan ULD, yang menandakan
rendahnya produktivitas unit dalam
menghasilkan penempatan kerja yang
inklusif.

Secara keseluruhan, produktivitas ULD
berada pada tingkat belum optimal,
dipengaruhi oleh ketidakseimbangan antara
input (regulasi seperti Kepwal 560/210
Tahun 2023 dan Perda No. 9 Tahun 2021)
dan owtput (penyerapan tenaga Kerja yang
rendah) dan keterbatasan jangkauan
pelatthan dan penempatan kerja ini
berdampak pada belum maksimalnya
output layanan yang dihasilkan oleh ULD
sebagaimana dijelaskan Agus Dwiyanto
(2017) bahwa
"mengukur kinerja dari dalam organisasi"

produktivitas  harus

untuk memastikan efisiensi internal.



b. Kualitas Layanan

ULD Ketenagakerjaan telah berupaya
memberikan pelayanan yang ramah dan
inklusif bagi penyandang disabilitas,
seperti penyediaan informasi lowongan
kerja, pendampingan, serta pelatihan
keterampilan. Namun, kualitas layanan
masih  menghadapi  kendala  yaitu
keterbatasan akses informasi, belum
optimalnya fasilitas ramah disabilitas, serta
belum adanya sistem informasi yang
terintegrasi menyebabkan penyandang
disabilitas kesulitan dalam memperoleh
informasi  terkait pelatihan maupun
lowongan kerja. Kondisi ini menunjukkan
bahwa standar pelayanan publik yang
responsif dan mudah diakses oleh seluruh
kelompok masyarakat belum sepenuhnya
terpenuhi.

ULD juga masih

keterbatasan belum tersedianya standar

menghadapi
operasional  prosedur (SOP) yang
komprehensif terkait pelayanan
ketenagakerjaan disabilitas juga berdampak
pada belum seragamnya kualitas layanan
yang diberikan.
berkelanjutan  setelah

Keterbatasan
pendampingan
penempatan Kerja serta belum optimalnya
koordinasi dengan perusahaan juga
memengaruhi mutu layanan yang diterima
oleh penyandang disabilitas. Oleh karena
itu, kualitas layanan ULD masih dalam
tahap pengembangan, dengan kebutuhan

penguatan pada aspek sistem informasi,

standarisasi pelayanan, serta monitoring
dan evaluasi layanan pasca penempatan
kerja dan juga diperlukan peningkatan
melalui audit kualitas berkala dan
kolaborasi multi-stakeholder ~ untuk
memastikan layanan yang berkeadilan dan
inklusif.

c. Responsivitas

Pada aspek responsivitas, ULD
menunjukkan adanya upaya untuk
kebutuhan

disabilitas melalui program pelatihan dan

merespons penyandang
kerja sama dengan berbagai pihak. Tetapi,
respons yang diberikan belum sepenuhnya
cepat dan adaptif terhadap dinamika
kebutuhan pasar kerja. Hal ini disebabkan
oleh keterbatasan sistem informasi
manajemen yang belum terintegrasi secara
optimal, sehingga proses identifikasi
kebutuhan dan penyaluran tenaga kerja
belum berjalan secara efektif. Program
yang tersedia belum  sepenuhnya
disesuaikan dengan kebutuhan dan
karakteristik penyandang disabilitas, serta
masih terbatasnya koordinasi dengan dunia
usaha dalam menyediakan peluang kerja
yang inklusif. Hal ini berdampak pada
rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja
disabilitas di sektor formal.

Kondisi ini menunjukkan bahwa
meskipun ULD telah berupaya merespons
kebutuhan penyandang disabilitas, namun

mekanisme advokasi, pengawasan, serta

penguatan kemitraan dengan dunia usaha
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peningkatan koordinasi dengan stakeholder
eksternal. kebijakan pengelolaan ULD
belum mendukung kinerja secara optimal,
dipengaruhi oleh kurangnya road map
operasional dan umpan balik stakeholder,
melalui integrasi mekanisme monitoring
dan  evaluasi untuk  memastikan
implementasi yang adaptif dan inklusif.

2. Faktor Penghambat

a. Sumber Daya Manusia

Pada ULD Ketenagakerjaan Kota
Semarang, jumlah dan kapasitas SDM
masih terbatas, sehingga pelaksanaan tugas
belum optimal. Keterbatasan personel
menyebabkan satu petugas menangani
berbagai fungsi sekaligus, mulai dari
pendataan,

koordinasi

pendampingan, hingga
dengan mitra. Hal ini
berdampak pada lambatnya respons
terhadap kebutuhan pengguna layanan.
Selain kuantitas, kompetensi SDM juga
perlu ditingkatkan, khususnya dalam
pemahaman isu ketenagakerjaan inklusif,
komunikasi dengan penyandang disabilitas,
serta pengembangan jejaring dengan
perusahaan. Adanya keterbatasan SDM
pelaksanaan fungsi utama ULD sebagai
fasilitator  informasi, pelatihan, dan
penempatan kerja belum berjalan secara
maksimal.

Diperlukan penguatan kapasitas SDM
melalui penambahan personel, pelatihan
teknis, serta pembagian tugas yang jelas
langkah

menjadi penting  dalam

meningkatkan kinerja ULD. urgensi
pengembangan kapasitas SDM melalui
rekrutmen  targeted dan  pelatihan
berkelanjutan.

b. Sistem Informasi Manajemen

Pemanfaatan sistem informasi di ULD
tenaga kerja masih bersifat konvensional
dan manual. Penyebaran informasi terkait
lowongan kerja, pelatihan, dan
pendampingan belum terintegrasi dalam
satu platform digital yang mudah diakses
oleh penyandang disabilitas. Keterbatasan
pemanfaatan  teknologi menyebabkan
informasi tidak tersampaikan secara luas
kepada masyarakat.

Website khusus ULD masih dalam
tahap pengembangan dan belum berfungsi
sebagai  pusat informasi layanan.
Akibatnya, banyak penyandang disabilitas
dan perusahaan lebih mengandalkan
platform eksternal untuk memperoleh
informasi  ketenagakerjaan. Hal ini
menunjukkan bahwa sistem informasi
manajemen ULD perlu diperkuat melalui
pengembangan platform digital terpadu,
pemanfaatan media sosial secara optimal,
serta  integrasi data  antarinstansi,

memerlukan modernisasi berbasis
teknologi untuk meningkatkan aksesibilitas
dan koordinasi.

c. Sarana dan Prasarana
ULD Ketenagakerjaan Kota Semarang
telah berupaya menyediakan fasilitas yang

ramah disabilitas, seperti kursi roda, toilet



khusus, serta informasi layanan. Namun,
fasilitas yang tersedia masih terbatas dan
belum optimal dalam memenuhi standar
aksesibilitas yang ideal. Ruang layanan
khusus ULD juga belum tersedia secara
memadai dan masih bersifat administratif.
Keterbatasan sarana dan prasarana
ini berdampak pada kenyamanan dan
efektivitas layanan yang diberikan. Selain
itu, aksesibilitas digital dan fisik yang
belum optimal turut menghambat
jangkauan layanan kepada penyandang
disabilitas secara luas. Dengan demikian,
peningkatan sarana dan prasarana, baik
fisik maupun digital, menjadi kebutuhan
penting untuk mendukung kualitas layanan
yang inklusif dan berkelanjutan. sarana dan
prasarana ULD belum mendukung kinerja
optimal, memerlukan peningkatan berbasis
standar aksesibilitas untuk mewujudkan
pelayanan publik yang setara dan inklusifif.

KESIMPULAN

Kinerja Unit Layanan Disabilitas
Ketenagakerjaan Kota Semarang
menunjukkan bahwa belum optimal dalam
menjawab kebutuhan akses kerja yang
inklusif bagi penyandang disabilitas.
Ditinjau dari aspek produktivitas, ULD
telah melaksanakan berbagai program
fasilitasi, pendataan, pelatihan, serta
penempatan kerja bagi penyandang
disabilitas, tetapi masih terbatas oleh
keterbatasan sumber daya, cakupan

layanan, dan keberlanjutan program. Dari
aspek kualitas layanan, standar layanan
ULD belum optimal secara merata dan
masih membutuhkan penguatan sistem
serta sarana pendukung. Sementara itu, dari
aspek responsivitas, ULD menunjukkan
kurangnya komitmen dalam menanggapi
kebutuhan penyandang disabilitas dan
dunia usaha.
Terdapat beberapa faktor
pendukung dan penghambat kinerja
organisasi, yaitu struktur organisasi yang
memiliki dasar kelembagaan yang jelas

baik tugas dan fungsinya meskipun perlu

 adanya kemandirian organisasi dan

peningkatan koordinasi lintas sektor
sehingga mampu memperkuat internal,
kebijakan yang memiliki kerangka hukum
nasional dan daerah masih bersifat normatif
serta mekanisme pengawasan yang ketat
terhadap pemenuhan kuota
ketenagakerjaan disabilitas, keterbatasan
sumber daya manusia, sistem informasi
manajemen yang belum terintegrasi, serta
sarana dan prasarana yang belum memadai.

ULD Ketenagakerjaan berperan
sebagai fasilitator dan penghubung antara
penyandang disabilitas dengan dunia kerja,
diperlukan  peningkatan produktivitas
program, perbaikan kualitas layanan yang
inklusif,

organisasi, serta penguatan kolaborasi

peningkatan responsivitas

dengan dunia usaha guna memperluas



kesempatan kerja bagi penyandang

disabilitas di Kota Semarang.

SARAN

. Aspek produktivitas, penguatan
optimalisasi pelayanan, penguatan
yang dilakukan melalui
penyelenggaraan job fair inklusif,
serta  penguatan  mekanisme
penyaluran tenaga kerja disabilitas
ke perusahaan yang telah memiliki
komitmen terhadap
ketenagakerjaan yang inklusif dan
Juga penguatan program
peningkatan kapasitas dan kesiapan
kerja  penyandang  disabilitas
melalui perluasan program
pelatihan keterampilan dan
pengembangan kompetensi kerja
secara berkala yang disesuaikan
dengan kebutuhan pasar kerja.
Program tersebut dapat
dilaksanakan melalui pelatihan
vokasional, penguatan soft skills,
serta pendampingan kesiapan kerja
bagi penyandang disabilitas.

. Aspek kualitas Layanan,
penyusunan dan implementasi
standar operasional prosedur (SOP)
pelayanan yang secara spesifik
mengakomodasi karakteristik serta
kebutuhan berbagai ragam
disabilitas dan juga penguatan

kapasitas sumber daya manusia

melalui pelatihan dan peningkatan
kompetensi bagi petugas layanan.
Pelatihan tersebut dapat mencakup
pemahaman mengenai perspektif
disabilitas, = komunikasi  yang
inklusif, serta teknik pelayanan
publik yang responsif terhadap
kebutuhan penyandang disabilitas

. Aspek Responsivitas,

meningkatkan responsivitas
organisasi dengan memperkuat
mekanisme identifikasi kebutuhan
serta aspirasi melalui kegiatan
pendataan yang lebih komprehensif,
forum komunikasi dengan
stakeholder terkait seperti instansi
pemerintah lain, komunitas
disabilitas atau yayasan serta
perusahaan swasta serta
penyelenggaraan kegiatan
sosialisasi dan dialog publik secara
berkala, dan juga penyediaan
saluran pengaduan yang mudah
diakses, baik melalui media digital
maupun layanan langsung, serta
adanya prosedur tindak lanjut yang
jelas terhadap setiap keluhan atau
aspirasi yang disampaikan oleh
penyandang disabilitas secara cepat
dan tepat.

. Penguatan  penunjang  kinerja

melalui penegasan pembagian tugas
dan kewenangan yang lebih jelas di

antara unsur pelaksana, penyusunan



pedoman operasional dan kebijakan
teknis yang lebih spesifik atau rinci
terkait  pelaksanaan  program
pelayanan, pendampingan, serta
penempatan tenaga kerja
penyandang disabilitas. Selain itu,
penguatan sistem informasi sangat
diperlukan melalui pembuatan
website atau aplikasi ULD secara
mandiri yang terintegrasi dapat
memudahkan proses pelayanan
menjadi lebih mudah dan efisien,
serta penguatan kerja sama dengan
dunia usaha dan industri, lembaga
pelatihan kerja, organisasi
penyandang  disabilitas, serta

instansi pemerintah terkait.
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